PERPRES 12/2021 TERBIT, PEMERINTAH WAJIB ALOKASIKAN 40%
BELANJA BARANG UNTUK UMK

Dok/Keme nkép UKM

Sumber gambar: https://nasional.kontan.co.id

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan
sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah. Kepala LKPP Roni Dwi Susanto mengatakan, Perpres tersebut
memuat sejumlah substansi perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satunya terkait kewajiban kementerian/lembaga
dan pemerintah daerah untuk belanja barang/jasa dari Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
“Usaha mikro, kecil dan koperasi diberikan kesempatan minimal 40% terlibat dalam proses
pengadaan anggaran belanja barang/jasa, APBN dan APBD,” kata Roni. Roni mengatakan,
sebelum adanya perubahan substansi, tidak ada kewajiban persentase minimal belanja
pengadaan ke UMK. Namun, sesuai dengan salah satu tujuan UU Cipta Kerja maka
dicantumkan persentase tersebut untuk UMK.

Selain itu, Roni mengatakan, paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa
lainnya dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp15 miliar diperuntukkan bagi usaha
kecil dan/atau koperasi. Hal ini mengikuti perubahan definisi usaha kecil dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Nilai pagu anggaran pengadaan
dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat
dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi,” kata Roni.

Roni mengatakan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Kementerian
Koperasi dan UKM, serta pemerintah daerah memperluas peran serta usaha kecil dan
koperasi dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dalam katalog elektronik.
Kemudian, kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan apabila terdapat produk
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dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40 %. “Wajib hukumnya,”
kata Roni.

Sumber berita:

1. https://nasional.kontan.co.id/news/perpres-122021-terbit-pemerintah-wajib-
alokasikan-40-belanja-barang-untuk-umk, diakses pada tanggal 2 Maret 2021.

2. https://mediacenter.batam.go.id/2021/02/25/dukung-pbj-lebih-baik-pemko-batam-
siap-laksanakan-perpres-12-tahun-2021/, diakses pada tanggal 2 Maret 2021.

Catatan:
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Pasal 4
Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:
a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur
dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan
berusaha; dan
h. meningkatkan pengadaan berkelanjutan.
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Pasal 65

(1) Usaha kecil terdiri atas usaha mikro dan usaha kecil.

(2) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha kecil
serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

(3) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran
belanja barang/jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

(4) Paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu
anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
diperuntukan bagi usaha kecil dan/atau koperasi.
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(5) Nilai pagu anggaran pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan
untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi
oleh usaha kecil dan koperasi.

(6) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan
usaha kecil dan pemerintah daerah memperluas peran serta usaha kecil dan
koperasi dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dan koperasi
dalam katalog elektronik.

(7) Penyedia usaha nonkecil atau koperasi yang melaksanakan pekerjaan melakukan
kerja sama usaha dengan usaha kecil dan/atau koperasi dalam bentuk kemitraan,
subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada usaha kecil atau koperasi yang
memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

(8) Kerja sama dengan usaha kecil dan/atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) dicantumkan dalam dokumen pemilihan.
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